PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Venimbang a. bahwa filosofi otonomi daerah sellia@snya memberika
kewenangan  penuh kepada Kota  Tanjungpinang  untuk
menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan urusaah tangga
daerah serta urusan kewenangan wajib pemerintah a Kot
Tanjungpinang;

b. bahwa perencarntasam ruang wilayah Kota termasuk ke dalam urusan
rumah tangga daerah Kota Tanjungpinang, perlu nemytencana tata
ruang wilayah kota yang menjamin pencapaian kualitagkungan
kehidupan dan penghidupan masyarakat sesuai vsindai daerah
sebagai pusat perdagangan dan jasa serta indasiwigata dalam
lingkungan masyarakat yang agroindustri sejahtatar Idan batin,
perlu menyusun rencana tata ruang wilayah kota yar@mjamin
kelancaran pembangunan lintas sektor yang terpsehasi, selaras,
seimbang, berdaya guna dan berhasil guna, sertavalWwasan
lingkungan dan berkelanjutan di seluruh wilayaha&®danjungpinang;

c. bahwa perencanaan tata ruang atas dasar graherukan lokasi yang
tersusun di dalam suatu perencanaan tata ruangaileota yang baik
ditujukan untuk melancarkan pembangunan infrastruking kondusif
bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat druelwilayah Kota
Tanjungpinang yang berbatasan langsung dengan an&jagapura,
Malaysia, dan Vietnam, perlu menyusun rencana naaag wilayah
Kota Tanjungpinang secara terintegrasi dengan d&ledoij nasional
mengenai daerah perbatasan antar negara;

d. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada laurhuruf b, dan
huruf ¢ di atas, dipandang perlu menetapkan Rendata Ruang
Wilayah Kota Tanjungpinang, dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 umahl992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahanbaem
Negara Nomor 3501);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pelagel
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nong&,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);



3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemilkemt Kota
Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 NomorT@/mbahan
Lembaran Negara Nomor 4112);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pemisem Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomby Tldmbahan
Lembaran Negara Nomor 4237);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peman
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 WN&8p
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sifenrencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 206toiN104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petaban Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahanbaem
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengatang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Para®@merintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tenRergbahan
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang mRaale
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Takd0d5
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pangdn Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Négdran 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 terRahaksanaan Hak
dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Perata $&asyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1966®mMb04,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tgnRemcana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 198mor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tgnkswenangan
Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Da@&tanhom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan &asmb
Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tgnRenatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambladg@baran
Negara Nomor 4385);

13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 terKamgsan Industri;

14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentaaggelolaan
Kawasan Lindung;

15. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 terRamggunaan Tanah
Bagi Kawasan Industri;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tal®94 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerabh;

17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor ui&003 tentang
Pola Dasar Pembangunan Kota Tanjungpinang Tahur8-2007
(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nd@nS8eri E
Nomor 2);



18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1Hui&003 tentang
Rencana Strategis Pembangunan Kota TanjungpinahgnTa003-
2007 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003or 11
Seri E Nomor 4);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNG PINANG

Menetapkan

dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah atau disebut Kota, adalah Kota Tanjuragygn

Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kagtalah Pemerintah Kota
Tanjungpinang.

3. Walikota, adalah Walikota Tanjungpinang.

10.

Batam, Johor, dan Singapura di singkat Bajodaladn kawasan kerjasama
pertumbuhan antara Negara Republik Indonesia, Meagan Singapura yang
memiliki hubungan kemitraan dalam pengembanganyeaiiadengan Kota
Tanjungpinang.

Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang darataamg lautan dan ruang
udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat mamasiamakhluk hidup
lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelarggmuridupnya di Kota
Tanjungpinang.

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pésmasan ruang wilayah yang
mencakup kawasan pemukiman, perkantoran, ekonoilitiennserta kawasan
lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan porautidak, yang
menunjukkan hirariki dan keterkaitan pemanfaatanangu di Kota
Tanjungpinang.

Penataan Ruang, adalah proses perencanaaruaaig pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Tanjoagg.

Rencana Tata Ruang, adalah hasil perencanaamrruatg yang dituangkan
dalam bentuk naskah akademis hasil penelitian ¢& Kanjungpinang.

Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW, amd&encana Tata Ruang
Wilayah Kota Tanjungpinang.

Wilayah, adalah ruang yang merupakan kesatwagrgfis darat dan laut
beserta segenap unsur terkait padanya yang batasistamnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek sifumg) di Kota
Tanjungpinang.



11. Bagian Wilayah Kota disingkat BWK, adalah sakesatuan daerah
bersangkutan yang terbentuk secara fungsional thn administrasi dalam
rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitasmurkata di Kota
Tanjungpinang.

12. Wilayah Laut, adalah ruang yang merupakan kasageografis laut Kota
Tanjungpinang di luar ruang daratan pulau-pulaete@segenap unsur terkait
padanya.

13. Wilayah Pesisir, adalah daerah pertemuan antaa dan laut, kearah darat
meliputi bagian darat baik kering maupun terendam gang masih
dipengaruhi oleh sifat-sifat laut yaitu pasang sdan angin laut, serta ke arah
laut mencakup bagian laut yang masih dipengarwgii proses alami maupun
kegiatan manusia di darat berupa sedimintasi,rakia tawar, penggundulan
hutan, dan pencemaran lingkungan, di Kota Tanjunagg.

14. Pulau, adalah ruang darat yang terbentuk setama dan tidak terendam pada
saat air laut surut di Kota Tanjungpinang.

15. Kawasan, adalah bagian dari wilayah darat ddéayah laut dengan fungsi
utama lindung atau budidaya di Kota Tanjungpinang.

16. Kawasan Lindung, adalah kawasan yang ditetaglengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang menpakumber daya alam,
sumber daya buatan, nilai sejarah, dan corak buldaggsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang.

17. Kawasan Hutan Lindung, adalah kawasan hutag yreemiliki sifat khas yang
mampu memberikan perlindungan kepada kawasan seakid@pun bagian
bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegah banjierosi, serta pemelihara
kesuburan tanah di Kota Tanjungpinang.

18. Kawasan Resapan Air atau disebut akifer, ad&alvasan hutan yang
mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan airamujsehingga
merupakan tempat pengisian air bumi yang berguinagse sumber air di Kota
Tanjungpinang.

19. Kawasan Sempadan Sungai, adalah kawasan ssp&ajaan kiri sungai, yang
mempunyai manfaat mempertahankan kelestarian fusgegai di Kota
Tanjungpinang.

20. Kawasan Sekitar Mata Air, adalah kawasan dieldglg mata air yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankarstieelan fungsi mata
air di Kota Tanjungpinang.

21. Kawasan Suaka Margasatwa, adalah suaka alaghpampunyai ciri khas
berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis sy@vey untuk
kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinadmdap habitatnya di
Kota Tanjungpinang.

22. Taman Hutan Wisata, adalah kawasan pelestaalam yang terutama
dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alaiotih Tanjungpinang.

23. Kawasan Budidaya, adalah kawasan yang dim&afaaecara terencana dan
terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasd bagi hidup dan
kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaydapmn dan kawasan
budidaya non pertanian di Kota Tanjungpinang.

24. Kawasan Pengangkapan lkan, adalah kawasan daiEyah laut di luar
kawasan-kawasan perlindungan dan di luar kawasasang&apan ikan dengan
fish trap dan alat tangkap statis yang diperuntukkan baggiakan



penangkapan ikan di Kota Tanjungpinang.

25. Kawasan Penangkapan Ikan derigiah Trap dan Alat Tangkap Statis, adalah
kawasan dalam wilayah laut di sekitar pulau-pulaangydiperuntukkan bagi
kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakanréphdan alat tangkap
statis di Kota Tanjungpinang.

26. Kawasan Wisata Bahari, adalah kawasan dalamyatil lautan dan pesisir
yang memiliki potensi berupa keunikan, kelangkaatgn keindahan
pemandangan alam bawah laut bagi kegiatan wislateas di atas permukaan
dan di bawah laut bagi kegiatan wisata rekreasatds permukaan dan di
bawah laut di Kota Tanjungpinang.

27. Ekowisata, adalah suatu bentuk kegiatan patawisyang memberikan
kontribusi pada kelestarian sumber daya alam dandeyaan khas setempat
yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakiat Kota
Tanjungpinang.

28. Kawasan Taman Laut, adalah kawasan peletataan gang dimanfaatkan
untuk kegiatan pengembangan pendidikan, rekreasi, phriwisata di Kota
Tanjungpinang.

29. Kawasan Sempadan Pantai, adalah kawasan sspatgpi pantai yang
fungsinya melindungi wilayah pantai dari kegiatamng mengganggu
kelestarian fungsi pantai di Kota Tanjungpinang.

30. Kawasan Perkotaan, adalah kawasan yang mempkegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagagyattepemukiman
perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayananpeserintahan, pelayanan
sosial dan kegiatan ekonomi di Kota Tanjungpinang.

31. Kawasan Pemukiman, adalah bagian dari lingkurigdup di luar kawasan
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupedesaan, yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan ptgmkegiatan yang
mendukung penghidupan dan kehidupan di Kota Tapjnagg.

32. Kawasan Industri, adalah kawasan dengan dominasa kegiatan industri
yang bisa dikelola secara terpadu oleh suatu pepgegnkawasan industri
(industrial estate) di bawah pembinaan Pemerintah Kota melalui sakeaja
perangkat daerah terkait atau yang penanganan péaggan dan
pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Peaiekota Tanjungpinang
yang dilengkapi dengan berbagai prasarana danaspedailyanan serta fasilitasi
penunjang lingkungan.

33. Kawasan Pedesaan, adalah kawasan yang memgegiaan utama pertanian
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan sudungsi kawasan
sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayananpgsganan sosial, dan
kegiatan ekonomi di Kota Tanjungpinang.

34. Utilitas Umum, adalah kelengkapan sarana pehayalingkungan yang
memungkinkan pemukiman dapat berfungsi sebagaimmstiinya, mencakup
sistem penyediaan air bersih, sistem drainase wanh sistem pembuangan
limbah, sistem persampahan, sistem penyediaanidisng, sistem jaringan
gas, dan sistem telekomunikai di Kota Tanjungpinang

35. Bagian Wilayah Kota disingkat BWK, adalah BagiaVilayah Kota
Tanjungpinang.



36. Konsep Territoriality, adalah konsep pembangukata yang diorientasikan
pada potensi kondisi fisik Kota Tanjungpinang.

37. Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakati alisingkat DPL-BM,
adalah daerah perlindungan laut berbasis masyamdikdingkungan Kota
Tanjungpinang.

38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkaNBP adalah pegawai negeri
sipil yang diangkat menjadi penyidik pegawai neg&pil di lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang.

39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdiabagkat RPJMD,
adalah rencana pembangunan jangka menengah dksealianjungpinang.

40.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atagkaisRPJPD, adala
rencana pembangunan jangka panjang daerah Kotargoipang.

BAB I1
AZAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Pertama
Azas

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini disusun RTRW Kota.

Pasal 3

Penyusunan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pad@layberazaskan pada :

a. manfaat bagi semua kepentingan;
b. keterpaduan;

kedayagunaan;

kehasilgunaan

keselarasan;

keseimbangan,;

berkelanjutan;

keterbukaan;

persamaan;

keamanan;

keadilan; dan

kepastiardan perlindungan hukum.

AT T Se@ e a0

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan



Pasal 4

(1) RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam PasdisBsun dengan maksud
meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan dan pelupan masyarakat
kota sesuai dengan visi dan misi Daerah sebagait pesdagangan dan jasa
industri pariwisata serta budaya melayu dalam lmgjan masyarakat yang
agamis, sejahtera lahir dan batin.

(2) RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam PasalisBsuh dalam bentuk
naskah akademis hasil penelitian Tim Peneliti lrecelent.

(3) Naskah Akademis RTRW Kota sebagaimana dimakswd ayat (2), tersusun
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB|1 PENDAHULUAN

BAB Il KEBIJAKAN REGIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB Il KEBIJAKSANAAN DASAR PENGEMBANGAN KOTA

BAB IV KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA
TANJUNGPINANG

BABYV RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

BAB VI RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG,
BUDIDAYA PERKOTAAN, DAN KAWASAN TERTENTU

BAB VII TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA

(4) Naskah akademis RTRW Kota sebagaimana dimaksudgyatg2), tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian dan satatkas tidak terpisah dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RTRW Kota yang tersusun di dalam naskah akadenbagsémana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3), disusun dalam bentuk berkcana sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, disertai album peta sebagaimar@antum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidalsadrgari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penyusunan RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalaah Babertujuan untuk :
a. mewujudkan tata pemanfaatan ruang kota yangisdam seimbang sesuai
dengan kebutuhan, kemampuan daya dukung, pertumpuhdan

perkembangan Kota;

b. menciptakan pola tata ruang yang serasi damapserta penyebaran fasilitas
dan utilitas secara tepat tanpa mengabaikan ksidiligkungan; dan

c. menyiapkan dasar yang konkrit bagi penyusunagram pembangunan Kota
sesuai dengan RTRW untuk waktu sampai dengan sefaliun berjalan.

Bagian Ketiga
Sasaran



Pasal 7

Sebagai dasar yang konkrit, penyusunan RTRW Kdiagamana dimaksud dalam

Pasal 5, diarahkan pada sasaran :

a. pengarahan tata ruang yang sesuai dengan fhkogsi dan BWK secara
keseluruhan;

b. kejelasan sebaran ruang, pola tata ruang ladmag lyerhasil guna dan tepat guna,
serta optimal dengan kedalaman tata guna lahantgdaap BWK;

c. pola tata ruang lahan dengan peruntukan penggumsacara luwes untuk
memungkinkan program pembangunan kota diselarad&agan perkembangan
yang terjadi di kemudian hari sesuai dengan dinamiksyarakat;

d. penentuan zona untuk tiap pusat fasilitas pagdotlalam lingkup BWK;

e. daya tampung atau daya dukung penduduk baikndalgkup Kota secara
keseluruhan maupun dalam lingkup BWK;

f. usaha pemecahan konsep sistem pengangkutarig@atgguna dan berhasil guna
sesuai dengan kecenderungan asal dan fungsi peaggienduduk, penyebaran
ikatan fungsional kota, dan BWK serta potensi laglakang sosial dan ekonomi
penduduk yang mempunyai wilayah pantai;

g. pemanfaatan dan pengembangan lahan untuk ménketggangan-ketegangan
sosial yang dapat terjadi di kemudian hari;

h. daerah-daerah yang tidak dikembangkan untulaka@giperkotaan dengan alasan
kelestarian alam, daerah gangguan alam, kawasdumnky dan kawasan fungsi
lindung;

I. usaha peningkatan kemampuan ekonomi dan sosaldmd setiap sektor
perkotaan yang akan dikembangkan;

J. lokasi bagi pengembangan daerah perumahan sefe@gan pendapatan
masyarakat dalam pembangunan perumahan baru daaikzer lingkungan
perumahan yang ada;

k. pertimbangan penentuan lokasi fungsional kotal lyang tidak menimbulkan
gangguan atau pencemaran pada lokasi hunian durtiengganggu kegiatan
lain;

l. insentitas kegiatan dan penggunaan lahan pedqmeagarahan rencana tata
bangunan secara geometris yaitu GSB, KDB, dan Ke&a

m. aspek-aspek pengelolaan pembangunan kota, admtinistrasi, hukum, sumber
dana, indikasi program, dan tahapan prioritas.

BAB I11
RUANG LINGKUP PERENCANAAN

Bagian Pertama
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 8
Ruang lingkup RTRW Kota meliputi seluruh wilayahndBWK yang terbentang
antara 650’ 25,93’ LU - § 58’ 54,62’ LU dan 10%20’ 23,40’ BT — 10432’ 49,9’
BT.

Pasal 9



Wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasab8rteng dalam wilayah seluas
239,5 knf, yang terdiri atas :

a. darat :131,54 kmdan

b. laut  :107,96 kf

Pasal 10

Wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ®dsal 9, secara administratif

berbatasan dengan :

a. sebelah utara : Teluk Bintan Kecamatan Teluitalsi Kabupaten Bintan;

b. sebelah selatan : Selat Karas, Desa Mantang, Batamatan Bintan Timur

Kabupaten Bintan;

sebelah timur : Kecamatan Bintan Timur Kabup&mtan; dan

d. sebelah barat : Selat Karas, Desa Pangkil, Katzam Bintan Timur
Kabupaten Bintan;

o

Pasal 11

Wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal Hiputi empat wilayah
kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Tanjungpinang Barat;

b. Kecamatan Tanjungpinang Kota;

c. Kecamatan Bukit Bestari; dan

d. Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Pasal 12

(1) Kecamatan Tanjungpinang Barat sebagaimana dudattalam Pasal 11 huruf a,
meliputi :
a. Kelurahan Tanjungpinang Barat;
b. Kelurahan Kemboja;
c. Kelurahan Kampung Baru; dan
d. Kelurahan Bukit Cermin.

(2) Kecamatan Tanjungpinang Kota sebagaimana dimdatalam Pasal 11 huruf b,
meliputi :
a. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
b. Kelurahan Penyengat;
c. Kelurahan Kampung Bugis; dan
d. Kelurahan Senggarang.

(3) Kecamatan Bukit Bestari sebagaimana dimaksudndaPasal 11 huruf c,
meliputi :
a. Kelurahan Tanjungpinang Timur;
b. Kelurahan Tanjung Unggat;
c. Kelurahan Tanjung Ayun Sakiti;
d. Kelurahan Dompak; dan
e. Kelurahan Sei Jang.
(4) Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagaimana dinthklalam Pasal 11 huruf
d, meliputi :
a. Kelurahan Kampung Bulang;



Kelurahan Malayu Kota Piring;
Kelurahan Air Raja;

Kelurahan Pinang Kencana; dan
Kelurahan Batu Sembilan.

®caoo

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi

Pasal 13

Ruang lingkup materi RTRW sebagaimana dimaksudnddasal 2, mencakup
perencanaan pembangunan, pengembangan daerahtabagian pelaksanaan dan
pengelolaannya

BAB IV
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Bagian Pertama
Dasar K ebijakan Penataan Ruang

Pasal 14

(1) Penataan ruang di kawasan Kota, disusun bet@asé&ebijakan pembangunan
nasional.

(2) Kebijakan dasar pembangunan nasional sebagaimiamaksud pada ayat (1),
meliputi penetapan kawasan Kepulauan Riau, yamlyitelari Batam, Bintan,
Karimun, Natuna dan sekitarnya yang dalam struk&ia ruang nasional
ditetapkan sebagai kawasan perbatasan Negara Regdolbnesia dengan
wilayah Negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Pasal 15
Wilayah Kota berdasarkan kebijakan sebagaimanalkdintapada Pasal 14, berada
dalam hirarki fungsional Kota secara nasional dampunyai fungsi sebagai pusat

pertumbuhan Kepulauan Riau.

Bagian Kedua
K ebijakan Pengembangan Kota

Pasal 16
Kebijakan pengembangan Kota yang tersusun di d&®&aRW, merupakan ketentuan
dalam mengarahkan perkembangan Kota agar semuagkalalapat memanfaatkan
segala potensi wilayah Kota secara optimal.

Pasal 17

Kebijakan penataan ruang di seluruh wilayah Kot@tapkan dengan pendekatan



konsep tata ruang yang berdimensi :

a.
b.

(1)

(2)

makro atau eksternal; dan
mikro atau internal.

Pasal 18

Konsep tata ruang yang berdimensi makro akatemal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a, memberikan perhatian pada:

a. adanya interaksi yang sangat besar antara kawasa dan Bajosi;

b. letak geografis wilayah Kota berada di jaludja@asan negara;

c. optimasi pemanfaatan lahan untuk pengembangaasia budidaya; dan

d. pengembangan tata ruang makro Kota.

Konsep tata ruang yang berdimensi mikro atdarmal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf b, mempertimbangkan aspek«assar yang meliputi :

a. fungsi lindung kawasan-kawasan yang sangat rggemn resapan air dan
pemantapan fungsi lindung kawasan hutan;

kawasan yang cepat tumbuh di pusat Kota dandawlainnya;

sumber daya manusia yang meningkat secara dptima

migrasi penduduk yang berada di pinggiran Ketpusat Kota; dan
pembangunan Kota Baru di Senggarang sebagati perserintahan.
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Pasal 19

Kebijakan pengembangan Kota sebagaimana dimaksudmd&asal 16
merupakan dasar bagi penyusunan kebijakan selmglmeliputi :
sektor industri;
sektor pertanian dan kehutanan;
sektor pengairan;
sektor tenaga kerja;
sektor perdagangan, usaha daerah, keuangam daanakoperasi;
sektor transportasi;
sektor pertambangan dan energi;
sektor pariwisata, pos, telekomunikasi, danrm#ftika;
sektor pembangunan daerabh;
sektor sumber daya alam, lingkungan hidup, dsnuang;
sektor pendidikan, kebudayaan, pemuda, danralgdy
sektor kependudukan dan keluarga berencana,;
. sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dangpdayaan perempuan;
sektor perumahan dan pemukiman;
sektor agama,;
sektor ilmu pengetahuan dan teknologi;
sektor hukum;
sektor aparatur pemerintahan dan pengawasan;
sektor politik, penerangan, komunikasi, dan meuhssa; serta
sektor keamanan dan ketertiban masyarakat.
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Pasal 20

Untuk mencapai sasaran pembangunan Kota sebagatfiransud dalam Pasal
7, ditetapkan BWK dan fungsi kawasan yang meliputi

a. BWKI;

b. BWKII,

c. BWKIII;



d. BWK IV; dan
e. BWKYV;

Pasal 21

(1) BWK | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 haruhempunyai fungsi
utama sebagai pusat perdagangan jasa skala redemmalemukiman, meliputi
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Kelurahan Tanjungpinang Kota;
Kelurahan Penyengat;
Keluarahan Tanjungpinang Barat;
Kelurahan Tanjungpinang Timur;
Kelurahan Kampung Baru;
Kelurahan Bukit Cermin;
Kelurahan Kemboja;

Kelurahan Tanjung Unggat;
Kelurahan Kampung Bulang;
Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
Kawasan Bintan Center.

(2) BWK Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 fhinrmeliputi Kelurahan
Dompak, mempunyai fungsi utama :

a.

b.

Pulau Dompak sebagai pusat perkotaan baruadeawbakau, kawasan
wisata dan kawasan lindung

Pusat perkotaan baru sebagaimana dimaksud paafaah terbagi kedalam
beberapa kawasan yaitu :

1) perkantoran;

2) pemukiman; dan

3) kegiatan sosial dan ekonomi.

(3) BWK Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2@tar mempunyai fungsi
utama sebagai pusat pendidikan tinggi, pemukimashipuorti:

a.
b.

Kelurahan Sungai Jang; dan
Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

(4) BWK IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20fhdirumempunyai fungsi
utama sebagai kawasan perindustrian non polutadagangan, dan jasa, serta
pemukiman, meliputi :

a.
b.
C.

Kelurahan Batu Sembilan;
Kelurahan Air Raja kecuali Kawasan Bintan Cerdan
Kelurahan Pinang Kencana.

(5) BWK V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 heyuhempunyai fungsi
utama sebagai kawasan pengembangan dan pusat qeimemnibaru, meliputi :

a.
b.

Kelurahan Kampung Bugis; dan
Kelurahan Senggarang.

BAB V

KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN



Bagian Pertama
Konsep Pengembangan

Pasal 22

Konsep Pengembangan Kota meliputi :

konsep kebijaksanaan struktur tata ruang;
konsep pemanfaatan ruang;

konsep kependudukan;

konsep pengembangan pemukiman;
konsep kota baru;

konsep revitalisasi kawasan kota;

konsep pengembangan benda cagar budaya danvabgh;
konsep tata bangunan;

konsep struktur wilayah ruang kota;

konsep pembagian wilayah kota;

konsep pengembangan Waterfront City; dan
konsep sistem jaringan transportasi.
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Pasal 23

(1) Konsep kebijakan struktur tata ruang sebagandimaksud dalam Pasal 22
huruf a, menggunakan konsep territoriality yanglaretaskan pada potensi
kondisi fisik kota sebagai Kota Bahari dan Kotaa®sp Budaya Melayu.

(2) Konsep pemanfaatan ruang sebagaimana dimakaadhdPasal 22 huruf b,
mendasarkan pada kecenderungan perkembangan pataanfaiang dan
struktur kota.

(3) Konsep kependudukan sebagaimana dimaksud d&asal 22 huruf c,
merupakan konsep yang berorientasi pada penyelantg#a perlindungan
penduduk.

(4) Konsep pengembangan pemukiman sebagaimana siichakalam Pasal 22
huruf d, merupakan konsep pengembangan kota yamgber&kan perhatian
pada :

a. daya tarik artefak;
b. daya tarik baru; dan
c. kemanfaatan bagi masyarakat.

(5) Konsep kota baru sebagaimana dimaksud dalaa PAshuruf e merupakan
konsep pengembangan kota yang memberikan perpetcn:

a. instensitas bangunan;
b. pendukung kegiatan; dan
c. perangkat pengendali.

(6) Konsep revitalisasi kawasan kota sebagaimamaldiud dalam Pasal 22 huruf
f, merupakan konsep pengembangan kota yang merahgyéchatian pada :



kegiatan pemerintahan;

kegiatan perdagangan, hotel dan jasa;
kegiatan pelayanan umum; serta
kegiatan industri.
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(7) Konsep pengembangan cagar budaya dan obyetavgisbagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf g, merupakan konsep yang ewgkah perhatian pada
karakter, bentuk, dan kegiatan sosial kultural raesat kota yang berwujud
kegiatan masyarakat yang berkaitan erat dengan air.

(8) Konsep tata bangunan sebagaimana dimaksud d&asal 22 huruf h,
merupakan konsep pengembangan kota yang membeguiddatian pada
sistem jaringan transportasi yang meliputi :

a. transportasi darat;
b. transportasi laut; dan
c. transportasi udara;

(9) Konsep struktur wilayah ruang kota sebagaimdin@aksud dalam Pasal 22
huruf i, merupakan konsep pengembangan kota yamgharikan perhatian
pada pendekatan struktur wilayah ruang kota.

(10)Konsep pembagian wilayah kota sebagaimana dintb@alam Pasal 22 huruf
J, merupakan konsep pengembangan kota yang miabgyerhatian pada
pendekatan pembagian wilayah kota.

(11)Konsep pengembangan waterfront city sebagairdenaksud dalam Pasal 22
huruf k, merupakan konsep pengembangan kota y@ngrientasi pada air.

(12)Konsep sistem jaringan transportasi sebagaindamaksud dalam Pasal 22
huruf I, merupakan konsep pengembangan kota yeawegnberikan perhatian
pada sistem jaringan transportasi.

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan Kota

Pasal 24

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang yata sebagaimana
dimaksudkan pada Pasal 6 ditetapkan strategi peregegan kota.

(2) Strategi pengembangan kota sebagaimana dimalesladayat (1) mencakup :
a. strategi dasar pengaturan penduduk;

b. strategi pengembangan sektor-sektor kegiattn #an
c. strategi pengembangan tata ruang kota.

Pasal 25

(1) Strategi dasar pengaturan penduduk sebagaimiamzksud dalam Pasal 24



ayat (2) huruf a, diarahkan pada peningkatan lkaskesejahteraan penduduk
melalui pengaturan kegiatan-kegiatan kota dan pelayan terhadap
penduduk.

(2) Strategi pengembangan pengaturan kegiatantkegikota dan pelayanan
terhadap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayagliputi :
a. strategi pengendalian pengembangan jumlah pekdud
b. strategi pengendalian kepadatan penduduk; dan
c. strategi pengembangan kualitas sumber daya maanus

(3) Strategi pengembangan sektor-sektor kegiataa kebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, diarahkan untukumgng peran dan fungsi
kota.

(4) Strategi pengembangan untuk menunjang perarfusteysi kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi :

strategi pengembangan kegiatan pemerintahan daypgoein umum,;

strategi pengembangan kegiatan perdagangan;

strategi pengembangan kegiatan pemukiman;

strategi pengembangan kegiatan industri;

strategi pengembangan kegiatan transportasi;

strategi pengembangan kegiatan non-perkotaan.
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(5) Strategi pengembangan tata ruang kota sebagaidimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) huruf c, diarahkan untuk menciptakan aksr kegiatan kota yang
dinamis diantara elemen-elemen pembentuk kota.

(6) Strategi untuk menunjang pengembangan tata grulmta sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) meliputi :

strategi pengembangan pemantapan struktur ruaag kot

strategi pengembangan kawasan fungsional;

strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan;

strategi pengembangan sistem prasarana kota,

strategi pengembangan pemantapan kawasan konselaaspreservasi

kota/cagar budaya.
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BAB VI
RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

Pasal 26

Rencana struktur pemanfaatan ruang, meliputi :
a. rencana struktur tata ruang kota; dan
b. rencana pemanfaatan ruang kota.

Pasal 27
Rencana struktur tata ruang kota sebagaimana ddaad 26 huruf a, mencakup :
a. bentuk struktur ruang kota; dan
b. rencana sistem pusat pelayanan perkotaan.

Pasal 28

Rencana pemanfaatan ruang kota sebagaimana tedsdbat Pasal 26 huruf b,



mencakup :
a. penetapan kawasan lindung; dan
b. pemanfaatan kawasan budidaya.

Pasal 29

(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pas&u8 a, merupakan
kawasan yang memiliki fungsi utama melindungi kiaean lingkungan hidup
yang mencakup:

a. sumber daya alam;
b. sumber daya buatan;
c. nilai sejarah; dan

d. budaya bangsa.

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayalkéompokkan menjadi
tiga bagian, yaitu :
a. kawasan yang memiliki fungsi lindung bagi wdhybawahannya;
b. kawasan yang memiliki fungsi lindung setempat) d
c. kawasan lindung fungsional.

Pasal 30

(1) Kawasan lindung yang memiliki fungsi lindung gbawilayah bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) laroferupakan kawasan
yang memiliki sifat yang mampu memberikan perlingam pada kawasan
sekitar dan atau kawasan bawahannya.

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada €@lat berfungsi untuk
mencegah terjadinya penurunan fungsi tanah, mehcbkgajir, dan menjaga
ketersediaan air tanah serta mencegah sedimeuotagiis

(3) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada2yahencakup :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan resapan air.

Pasal 31

(1) Kawasan lindung yang memiliki fungsi lindung setaingebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, merupakan kawgsag memiliki fungsi
penting untuk menjaga unsur alamiah kawasan tertent

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayatm@ppakan kawasan

yang perlu mendapat perlindungan setempat dalanaya¥il perencanaan,
mencakup :

a. kawasan sempadan sungai; dan
b. kawasan sempadan jaringan listrik teganganitingg

Pasal 32

(1) Kawasan lindung fungsional sebagaimana dimaksudnddPasal 29 ayat (2)
huruf ¢, mencakup:

a. kawasan banjir; dan
b. kawasan genangan.



(2) Kawasan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (d)f ha, merupakan
kawasan yang pada musim tertentu mengalami luajaryaag berjangka
periodik atau cukup lama.

(3) Kawasan genangan sebagaimana dimaksud pada ayhur(if) b, merupakan
kawasan yang pada musim tertentu mengalami luapaetapi hanya bersifat
sementara atau pendek.

BAB VII

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 33

RTRW Kota meliputi :

wilayah perencanaan dan fungsi kota;

arahan pengembangan dan distribusi penduduk;
rencana pengembangan fasilitas;

rencana sistem jaringan transportasi;

rencana sistem jaringan utilitas;

rencana pengelolaan kawasan perkotaan; dan
rencana pemanfaatan ruang wilayah laut danipksts.
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Pasal 34

Rencana pengembangan fasilitas sebagaimana dimaledard Pasal 33 huruf ¢
mencakup :

fasilitas perumahan;

fasilitas perkantoran dan pemerintahan;

fasilitas pendidikan;

fasilitas kesehatan;

fasilitas peribadatan;

fasilitas perekonomian; dan

fasilitas rekreasi, olah raga dan pemakaman.
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Pasal 35

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimaraksgud dalam Pasal 33 huruf
mencakup :

a. angkutan jalan raya;

b. angkutan laut; dan

c. angkutan udara.

Pasal 36

Rencana sistem jaringan utilitas sebagaimana dimdakielam Pasal 33 huruf e,
mencakup :
a. rencana penyediaan saluran telepon;
b. rencana penyediaan saluran listrik;
C. rencana penyediaan air bersih;
d. rencana jaringan drainase; dan
e. rencana persampahan.
Pasal 37

(1) Rencana pengelolaan kawasan perkotaan sebagatimaksud dalam Pasal 33



huruf f, bertujuan mengkondisikan kota agar lebimah dipantau dan dikontrol.
(2) Dalam mengelola kawasan perkotaan sebagaimanaksud pada ayat (1),
diperlukan hal-hal sebagai berikut :
penanganan lingkungan kota;
arahan kepadatan lingkungan;
arahan kegiatan bangunan; dan
rencana sempadan bangunan.
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Pasal 38

(1) Rencana pemanfaatan ruang wilayah laut dasip&sta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf g, bertujuan memacu pertunmbuten pemerataan
pembangunan ke wilayah laut.

(2) Kegiatan utama yang dikembangkan untuk memietkgmbangan wilayah
pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayahéhcakup sektor perikanan
dan kelautan.

(3) Rencana pemanfaatan ruang wilayah laut sebagairdimaksud pada ayat (1),
terdiri dari :

a. rencana pemanfaatan ruangan untuk kawasan ¢gndun

b. rencana pemanfaatan kawasan penyangga; dan
c. rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perntemfaa

Pasal 39

(1) Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan lindehggaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, mencakup :
a. suaka alam atau cagar alam laut; dan
b. konsevasi daerah pantai.

(2) Suaka alam atau cagar alam laut sebagaimanaksiid pada ayat (1) huruf a,
mencakup :
a. kawasan terumbu karang;
b. mangrove; dan
c. kawasan taman laut.

(3) Konservasi pantai sebagaimana dimaksud padd Bylauruf b, mencakup :
a. kawasan perlindungan pantai;
b. pulau-pulau kecil; dan
c. kawasan sempadan pantai.

Pasal 40

Rencana pemanfaatan kawasan penyangga sebagaimalsut dalam Pasal 38
ayat (3) huruf b, mencakup :

a. kawasan resapan air; dan

b. kawasan penyangga DPL-BM.

Pasal 41

(1) Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan peatamfsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (3) huruf ¢, mencakup :

kawasan penangkapan ikan;

kawasan budidaya aquakultur;

kawasan pengembangan pariwisata;

kawasan pengembangan industri kelautan;

kawasan pemukiman; dan

kawasan alur pelayaran.
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(2) kawasan budidaya aquakultur sebagaimana dimaksdd agat (1) huruf b
mencakup :
a. kawasan budidaya laut atau marineculture estate;
b. kawasan budidaya tambak.

(3) kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana didnpéda ayat (1) huruf
mencakup :
a. kawasan eko wisata; dan
b. kawasan wisata bahari.

BAB VIII

PELAKSANAAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 42

Pelaksanaan RTRW Kota dilakukan menurut tahaparakgahaan program
pembangunan.

Pasal 43

Tahapan pelaksanaan program pembangunan sebagatlina@esud dalam Pasal

42, disusun atas dasar pertimbangan :

a. penanganan kegiatan menyangkut kepentingan higjap orang banyak yang
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuk@amomi dan mendorong
peningkatan kesempatan berusaha bagi penduduk;

c. aspirasi dan peran serta masyarakat serta keterkdengan pengusaha wisata
atau investor dalam pengembangan dan kemampuaresdanym manusia;

d. kemampuan pembiayaan pembangunan dan kemampuaersdaya manusia,

e. kegiatan sektoral yang dikembangkan dapat mapysebanyak-banyaknya
tenaga kerja;

f. kontribusi sektoral melalui penyerapan dana-deegiatan dapat meningkatkan
pendapatan daerah;

g. keterpaduan dan keberlanjutan penanganan kepdsa

h. hasil guna dan daya guna pembangunan.

Pasal 44

(1) Pelaksanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksuamd&asal 42, disusun
dengan tahapan sesuai jangka waktu perencanadatséguun.

(2) Jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksdadagat (1), dibagi ke dalam
dua tahapan, yaitu :

a. rencana jangka menengah tahun 2005-2010; dan
b. rencana jangka panjang tahun 2005-2015.



Pasal 45

(1) RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasabeé@ungsi sebagai matra
ruang dari Pola Dasar Pembangunan untuk RencamgraRtoPembangunan
Daerah pada periode berikutnya berdasarkan RPJPRE3MD.

(2) RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat {ddndkan sebagai pedoman

bagi :

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan rwukmg pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah;

b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseigdn perkembangan
antar bagian wilayah serta keserasian pengembamgansektor;

c. penetapan lokasi kegiatan-kegiatan masyarakat lalkasi investasi yang
dilaksanakan Pemerintah, Swasta dan Masyarakadetia;

d. penyusunan rencana rinci tata ruang wilayahtuyRiencana Detail Tata
Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota;

e. pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan kadagbagi kegiatan
pembangunan.

Pasal 46

RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42eldruh wilayah kota
menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi@ergunan.

Pasal 47

Penataan ruang lautan dan ruang udara diatur destieatuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prioritas Pelaksanaan

Pasal 48

(1) Prioritas pelaksanaan RTRW Kota sebagaimanmaksud dalam Pasal 42,
disusun menurut indikasi program dan tahapan patelen pembangunan.

(2) Indikasi Program dan tahapan pelaksanaan pegnhan mencakup sasaran
yang diprioritaskan dalam jangka waktu tertenteda indikasi sumber dana.

Pasal 49

Prioritas pelaksanaan RTRW sebagaimana dimakswnd&lasal 42, didasarkan

pada pertimbangan, yaitu :

a. daya rangsang atau kepekaan pembangunan terkadagan sektoral atau
kawasan;

b. penyesuaian dengan program pembangunan selserta;

c. batasan biaya dan batas alam.

Bagian Ketiga
Sumber Dana Pembangunan



Pasal 50

Pelaksanaan RTRW Kota dilakukan dengan menjabapgkagram-program dan
proyek pembangunan.

Pasal 51

Sumber dana pembangunan untuk membiayai pelaksadRa&W sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, berasal dari :

APBN;

APBD Provinsi Kepulaun Riau;

APBD Kota Tanjungpinang;

penaman modal;

lembaga asing;

swadaya masyarakat lain; dan

sumber dana lain yang sah.
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Bagian Keempat
Koordinas Pengelolaan RTRW

Pasal 51
Pengelolaan RTRW Kota dilakukan secara terkoordwlas instansi sektoral, yaitu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayabh;
Dinas Pendapatan Daerah;

Dinas Perhubungan Daerah;

Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
Perusahaan Daerah Air Minum;

Badan Pertanahan Nasional; dan

Instansi lainnya.
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BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 52
(1) Pengendalian umum pemanfaatan RTRW Kota dilakuletn\Walikota.

(2) Dalam penyelenggaraan pengendalian umum pelaksaf@BRW Kota,
Walikota menyusun pedoman pengendalian dan pentanf&aI RW Kota.

(3) Pengendalian pelaksanaan pembangunan berdasartentuee RTRW Kota,
dilakukan melalui mekanisme perizinan.

(4) Mekanisme perizinan sebagai mana dimaksud pada (@yatliatur dengan
peraturan Walikota

Pasal 53



(1) Walikota dapat memberikan izin untuk melakukan &&gi di kawasan budidaya
untuk jangka waktu tertentu kepada pemohon yangenahi syarat.

(2) Ketentuan persyaratan permohonan izin sebagaimiamzksud pada ayat (2),
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilalkdddam bentuk pemantauan,
pelaporan, dan evaluasi.

(2) Pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatamapgoman dan atau
pemanfaatan yang bertentangan dengan PeraturanalDaer, menjadi
kewenangan Walikota.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban

Pasal 55

Setiap orang dalam wilayah kota, berhak :

a. berperan serta dalam proses perencanaan tatg, rpemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

b. mengetahui secara terbuka RTRW Kota, rencara nang kawasan, dan
rencana rinci tata ruang kawasan;

c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan midng sebagai akibat dari
penataan ruang; dan

d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugphiagai akibat pelaksanaan
kegiatan pembangunan sesuai dengan RTRW Kota.

Pasal 56

(1) Setiap orang dapat mengetahui RTRW Kota melalui mharan Daerah
pengumuman atau penyebarluasan informasi oleh keaterDaerah pada
tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahgan mudah.

(2) Pengumuman atau penyebarluasan RTRW Kota semaga dimaksud pada
ayat (1), dapat diketahui masyarakat dari penempatau pemasangan peta
RTRW Kota pada tempat-tempat umum dan kantor-kantang secara
fungsional bertanggung jawab menangani RTRW Kota.

Pasal 57



(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertharbanilai ruang sebagai
akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalasal P& huruf c,
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuaatu@e perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam tgkandung di dalamnya,
dapat berupa :
a. manfaat ekonomi; dan
b. manfaat sosial dan lingkungan.

Pasal 58

(1) Memanfaatkan nilai ekonomi sebagaimana dindkdalam Pasal 57 ayat (2)
huruf a, dilakukan melalui kegiatan ekonomi berdema perizinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Manfaat sosial dan lingkungan sebagaimana dodhklalam Pasal 57 ayat (2)
huruf b, dapat diperoleh atas dasar kepemilikangpasaan, atau perolehan hak
tertentu berdasarkan ketentuan hukum baik hukutaliemaupun hukum adat
dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada maayast&mpat.

Pasal 59

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atasigkem terhadap perubahan
status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebakidat pelaksanaan RTRW
Kota diselenggarakan dengan cara musyawarah antara piyeakg
berkepentingan dengan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengermmiggantian yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penymleyai dilakukan sesuai
dengan ketentugmeraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Setiap kepala satuan kerja perangkat daerah ataggsewajib menyebarluaskan
RTRW Kota dan memberi kemudahan kepada setiap arafuk mengetahui dan
mendapatkan penjelasan mengenai RTRW Kota.

Pasal 61

Setiap orang atau badan hukum wajib :

a. berperan serta dalam pemeliharaan kualitas mdissejuruh wilayah Kota;

b. berlaku tertib dalam pemanfaatan ruang dan prpsegendalian pemanfaatan
ruang; serta

c. menaati RTRW Kota yang berlaku.

Pasal 62
(1) Pemerintah Kota wajib menetapkan kriteria, &hidbaku mutu, dan aturan-

aturan penataan ruang.

(2) Penetapan kriteria, kaidah, baku mutu, danaataturan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkaraddPgraturan Walikota.



(3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dgkké&n masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang mempkanatiaktor-faktor daya
dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, daoktur pemanfaatan ruang
serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang seetmias, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peranserta M asyar akat

Pasal 63

Dalam pemanfaatan ruang di lingkungan wilayah Kp&ian serta masyarakat dapat

berbentuk :

a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dama uderdasarkan peraturan
perundang-undangan, agama, adat dan kebiasaamgdaku;

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaagasewujud struktural dan
pola pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan davtgueark

c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdafRilW Kota;

d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, denber daya alam lainnya untuk
mencapai pemanfaatan ruang yang berkualitas;

e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesugan RTRW Kota;

f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemt@mfauang;

g. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatk#estarian fungsi lingkungan
hidup di lingkungan wilayah Kota;

h. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilay) #am

I. pemberian informasi atau laporan pelaksanaarap&matan ruang.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaidmaa#isud dalam Pasal 63,
dikoordinasikan oleh Walikota.

(2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagairdanaksud pada ayat (1),
Walikota dapat melimpahkan wewenangnya kepada Canrauk wilayah
kecamatan dan kelurahan.

(3) Ketentuan tata cara peran serta masyarakatmdgi@manfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengratuiPan Walikota;

Pasal 65

(1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian peaam ruang wilayah Kota,
dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, @duearkhis melalui Lurah dan
Camat.

(2) Penyampaian peran serta masyarakat secara ditsas tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikdtar pejabat yang
ditunjuk.

BAB XI



LARANGAN DAN SAKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Larangan

Pasal 66

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan aendmkan bangunan yang tidak
sesuai dengan peruntukan di dalam RTRW Kota.

Pasal 67

Walikota dapat memberikan izin kepada setiap pemalmiuk melakukan kegiatan
dan atau mendirikan bangunan dengan persyarataggoatan tertentu.

Pasal 68

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasatd&gt diberikan dengan
mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat daril&egpgtuan kerja yang berada
dalam tim koordinasi pengawasan pemanfaatan RTRW. Ko

Bagian Kedua
Sanksi Administras

Pasal 69

(1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan nzétakukan kegiatan di dalam
ruang wilayah Kota yang tidak mengindahkan ketemtparuntukan sesuai
RTRW Kota dikenakan sanksi administrasi berupa plemi@an izin kegiatan dan
atau penghentian dan penutupan kegiatan.

(2) Dalam hal izin dan atau kegiatan ditutup selmagaa dimaksud pada ayat (1)

pemilik kegiatan wajib membongkar sendiri instalatn atau bangunan-
bangunan yang bersangkutan.

BAB XI|I
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 70

(1) Selain penyidik umum, PPNS berwenang melakydaryidikan terhadap setiap
orang atau badan hukum yang melakukan tindak pigang diatur di dalam
Peraturan Daerah ini.

(2) PPNS dalam menjalankan kewenangan sebagaimaraksiid pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap ggéan peraturan daerah
terhadap setiap orang atau badan hukum yang melakpsddanggaran daerah ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undgagg berlaku.

(3) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS sebageardimaksud pada ayat (2)
berwenang :



a. menerima laporan atau pengaduan dari seseadestgng adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindak pertama pada saat itu diterapatkejadian serta
melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melaktikadak pidana dan
memeriksa tanda pengenal diri orang bersangkutan;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yakajttdengan dugaan tindak

pidana;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksagabtersangka atau saksi;

mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalarbungan dengan

pemeriksaan perkara pidana;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mahdpptunjuk dari
penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti gpeuistiva tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya mep@nyidik umum
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umwarsarigka atau
keluarganya; dan

i. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dadapat
dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Q ™o

Pasal 71

PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 membiulatdoara pemeriksaan
untuk setiap tindakan dalam hal :

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumabh;

C. penyitaan barang;

d. pemeriksaan saksi; dan

e. pemeriksaan tempat kejadian.

Pasal 72

PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 membetitaiainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada petuatmum melalui

penyidik umum Pejabat Polisi Negara Republik Indimesesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIlII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaadag yang telah ditetapkan
di dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana lgannselama-lamanya 6
(enam) bulan kurungan dan atau denda sebesar-pad$pn50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (Lijpalean pelanggaran.

(3) Pengenaan sanksi pidana menurut Peraturan Daeratidak menghalangi
penerapan sanksi pidana yang lebih berat seswaitkan peraturan perundang-
undangan lainnya.

BAB XIV



KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah itia s@mua rencana detail tata
ruang kawasan, rencana teknik ruang Kota, dan meA@ncana sektoral yang
berkaitan dengan penataan ruang Kota tetap berla&panjang tidak
bertentangan dengan RTRW Kota yang ditetapkan deRgeaturan Daerah ini.

Pasal 75

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, magatan budidaya yang telah
ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapatudikan secara terbatas
sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.

(2) Dalam hal kegiatan budidaya yang telah adalalimhnengganggu fungsi
lindung dan atau mengakibatkan kerusakan kawasag lyarfungsi lindung,
maka penataan dan pengendalian kawasan budidaghuerakan dievaluasi
kelangsungannya berdasarkan pertimbangan yang detattim koordinasi
pengawasan pemanfaatan RTRW Kota sesuai dengamtuate yang
berlaku.

(3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasadurig dan dinilai
mengganggu fungsi lindungnya, harus dicegah per&agdannya.

(4) Apabila terjadi pemanfaatan ruang yang tidakuae dengan fungsi yang
ditetapkan dalam RTRW Kota, maka kegiatan tersbbuis dihentikan dan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahsépanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan @¥alik

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggajpesangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ypetagngan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran abaeKota
Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Februari 2007

WALIKOTA TANJUNGPINANG
ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN
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pada tanggal 1 Februari 2007
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